
BUPATI PURWORF^'O
PROVINSI JAIIIA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOTI lJtJ TAHUN 2Jz1

1'ENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KER.IA
KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWORE.IO

DENGAN RAHMAI'TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat 1. Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Ind<,nesia Tahun 1945;

2. Undang-UndemgNomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Und:mg Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Trrhun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahqn 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pe:nerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat I)aerah (l,embaran Negara Republik
IndonEsia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan
kmbaran Nt:gara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OLg tentang
Perubahan lltas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187'
tamUanar kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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BUPATI PURWORE.IO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Daer:rl". Kabupa.ten Purworejo Nomor 4 Tahun
2O2l tentang I'embentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabuf,aten Purworejo, perlu menetapkarr
Peraturan Bulnti tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, 'I\:gas dan Tata Kerl'a Kelurahan di
Lingkungan Katrupaten Purworejo;

{



5. Peraturan Mt:nteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2Ol9 ten&mg Klasifikasi, Kodelikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia (Bt:rita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

6. Peraturan D aerah Kabupaten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O2l tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Drrerah Kabupaten Pur:rrorejo (kmbaran
Daerah Kabu paten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4,
Tambahan L:mbaran Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG
SUSUNAN OR(}ANISASI, TUGAS DAN
KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PURWORE.IO.

KEDUDUKAN,
TATA KERJA

KAE}UPATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten t\:rworejo.
2, Pemerintahan Daerah adalal: penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahal Daerah yzmg memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupatenpurworejo.
6. Camat adalah Camat di Kat,upaten Purwor{o.
7. Kelurahan adalah Keluraha: di Kabupatenpurworejo.
8, Lurah adalah KepaJa Kelurahan di Kabupaten purworejo.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Kelurahan.
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1O. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Negeri Sipil
dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

11.Urusan Pemerintahan yan13 menjadi kewenangan Daerah, yang
selanjutnya disebut Uru san pemerintahan Daerah, adalah
kekuasaan pemerintahan yamg menjadi kewenangan presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

KEDUDTIKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
I(.edudukan

Pasa-l 2

1) Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat kecamatan
berada di bawah dan bertar:.ggungiawab kepada Camat.

yarlg

(2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.

Begian Kedua
Tugas

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam:
a. melal<sanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melaksanakan kegiamn ev;{uasi kelurahan;
c. melaksalakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
d. melaksanakan pelayanan r nasyaralat;
e. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
f. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan

umum;
g. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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BAB III

SUSUI\AN ORGANISASI

Bzgian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Keluralran, terdiri atas:
a. Lurah;
b. Sekretariat;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pembangunan;
e. Seksi Pemberdayaan Ma.syarakat; d^an
f. Jabatan Fungsional.

B:.gian Kedua
Lurah

Pasal 5

Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
mempunyai tugas memiml>in pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam l)asal 3.

(2) Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampi ran yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ayat (1) huruf a
tugas Kelurahan

Pasal 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b,
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

(2) Sekretaris Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimal:sud pada pasal 6 ayat (1), mempunyai
tugas mengoordinasikan frerumusan kebljakan teknis dan
menyelenggarakal tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan
pengendalian administrasi, yang meliputi program, keualgan, umurn
dan kepegawaian di lingkungan Kelurahan, serta tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh Lurah sesuei dengan tugas dan fungsi.
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Bag;ran Keempat
Seksi Pemerintahan

Pasal 8

(1) Seksi Pemerintahan sebag€dmana dimaksud pada pasal 4 ayat (1)
huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Lurah.

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 9

Seksi Pemerintahan sebagiarx ana dimaksud pada pasal 8 ayat (1),
mempunyai tugas menyiapkan bahan penrmusan dan melaksanakal
kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pemerintahan,
yang meliputi:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melaksanakan kegiatan evalrrasi kelurahan; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah

sesuai dengan tugas dan jabatannya.

BzLgian Kelima
Seksi Pembangunan

Pasal 10

(1) Seksi Pembangunan sebag dmana dimaksud pada pasal 4 ayat (l)
huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Lurah.

(2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 11

Seksi Pembangr.rnan sebagairr.ana dimaksud pada pasal 1O ayat (1),
mempunyai tugas menyiapkal bahan perumusan dan mela,ksanakan
kebijakan teknis, serta melaku kan pembinaan dan bimbingan di bidang
pembangunan yalg meliputi:

a. Melaksanakan pembangJ.nan sarana dan prasarana kelurahan;
dan

b. melaksanakan tugas kerlinasan lain yang diberikan oleh Lurah
sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Bagian Keenam
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat ssfagaimana dimaksud pada
pasa-l 4 ayat (1) huruf e, b,:rkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Lurah.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyerakat dipimpin oleh Kepala Seksi.
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Seksi Pemberdayaan Masyarak et sebagaimana dimaksud pada pasal l l
ayat (l), mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan
melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan dan
bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
a. melaksanakan peningkata-u partisipasi masyarakat dalam forum

musyawarah perencanaan l)embangunan di kelurahan;
b. melaksanakan pemberdaya m masyarakat di kelurahan;dan
c. melaksanakan tugas kedirasan lain yang diberikan oleh lurah

sesuai dengan tugas dan ja catannya.

Ba;fan Ketujuh
Jaba an Fungsional

Pasal 13

(1) Pejabat Fungsional berkedudukan
fungsional pada Kelurahan.

sebegai pelaksana teknis

BAB TV

TI,.TA KER.IA

Pasal 14

Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional pada
Kelurahan dalam melaksanal<an tugasnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berJ.aku dan kebljakan yang ditetaikan oteh
Bupati di bawah koordinasi Carnat.

(2) Pejabat Fungsional sebeLgaimana dimaksud pada ayat (l)
berkedudukan di bawah dan berlanggung jawab secara langsr.rng
kepada Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.

(3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dalam peta.iabatan berdasarkan analisis tugas dan
fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketent'_ran peraturan perundang-undangan.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan .lungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai keten tuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan terhadap Pejatrat Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 15

Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional pada
Kelurahan dalam melaksana-l:an tugasnya memperhatikan prinsip-
prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang
tugas masing-masing.

Pasa] 16

Dalam melaksanakan tugas, Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan
Jabatan Fungsional wa,jib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi secara verlil<al maupun horizontal baik ke dalam
maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah
instansi lain sesuai dengan tuges masing-masing.

Pasal 17

(1) Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional pada
Kelurahan bertanggunl3 jawab dalam memimpin,
mengkoordinasikan dan rr.emberikan bimbingan serta petunjuk-
petunjuk bagi pelalsanaan tugas bawahan masing-masing.

(2) Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada
atasan masing-masing sertE. menyampaikan laporan tepat waktu.

(3) Dalam menyampaikan la;>oran masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat rlisampaikan kepada satuan organisasi
lain di lingkungan Keh:rat.an yang secara fungsional mempunyai
hubungan ke{a.

(4) Setiap laporan yang diteri na oleh Lurah, Sekretaris dan Kepala
Seksi dari bawahan wajib <liolah dan dipergunakan sebagai bahan
pen5rusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk
memberikan petunjuk kepa,la bawahan.

Pasal 18

Sekretaris, Kepala Seksi, dar Jabatan Fungsional menyampaikan
laporan kepada Lurah,dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris
menJrusun laporan berkala Lulrh kepada Camat.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Jenjang jabatan dan kepanglatan serta kepegawaian diatur sesuai
ketentuan peraturan perundan 3-undaagan.
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Pasal 20

Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsio
Kelurahan diangkat dan dibr,rhentikan oleh pejabat
sesuai ketentuan peraturan pt:rundang-undangan,

Pasal 21

(1) Kelurahan wajib menyusr.tn kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana
dima-ksud pada ayat (1) rtilakukan untuk jangka wakru 5 [lima)
tahun yang diperinci per' I (satu) tahun beidasarkan prioritas
kebutuhan.

BAB VI

KETEI{TUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Eh:pati
Purworejo Nomor 88 Tahurr 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Qrganisasi, Ttrgas dan Tata Kr:rja Kelurahan di Lingkungan Kabupaten
Purworejo, dicabut dan dinyatrJ<an tidak berlaku

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berila Daeiah
Kabupaten Purworejo.

nal di lingkungan
yang berwenang
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BAGAN ORGANISASI
KELURAHAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWORE'O

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR 1Ut' TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO

Ar
PURWoRBJO,I
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LURAH

JAE}ATAN
FUNGSIONAL SEKRETAzuAT

SEKSI
PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI
PEMERINTAHAN

SEKSI
PEMBANGUNAN
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